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INSTRUKSI KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
BIMBINGAN DAN PETUNJUK BAGI HAKIM /MAJELIS DALAM MENANGANI
PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Dalam rangka:

a. mengantisipasi munculnya sorotan, kritik dan reaksi negatif dari
masyarakat atas putusan, penetapan, dan tindakan Hakim/Majelis dapat
berakibat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

b. Menindaklanjuti rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan
Hatiwasda dengan Pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 30 Mei
2022.

dengan ini memberi instruksi Kepada:

Hakim, Hakim Ad Hoc Tipikor dan Hakim Ad Hoc PHI jajaran Pengadilan
Negeri Palangkaraya

Untuk

KESATU : Mempedomani pemahaman atas prinsip kebebasan hakim
sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk
Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis dalam Menangani
Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Prinsip dasar adalah sebagaimana yang diatur oleh Pasal
24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil
perubahan ketiga tahun 2001) yang menentukan
sebagai berikut "Kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa
kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian
adalah bersifat kelembagaan (lembaga peradilan);

b. Mengenai kebebasan hakim sebagaimana yang disebut di
dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, tidak dijelaskan lebih lanjut secara terperinci
oleh Undang-undang ini, oleh sebab itu kita harus
melihat prinsip kebebasan hakim berada di dalam
kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan;

c. Hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan,
yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman, sehingga kebebasan Hakim haruslah selalu
berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan
Kehakiman, sebagaimana yang ditentukan di dalam
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
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Tentang Kekuasaan Kehakiman: “Dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi
wajib menjaga kemandirian peradilan”. Putusan
Hakim /Majelis secara filosofis adalah Dbersifat
individual, namun secara administratif adalah
bersifat kelembagaan, karena setelah putusan itu
diucapkan maka putusan itu menjadi putusan
pengadilan (lembaga), yang Dberarti telah terjadi
deindividualisasi.

d. Berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah
Agung berpendapat bahwa, baik secara umum maupun
dalam perkara-perkara tertentu, Pimpinan Pengadilan
dapat memberikan arahan/bimbingan bagi para Hakim
yang bersifat nasihat atau petunjuk, dan hal ini
tidaklah mengurangi kebebasan Hakim.

Mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun
2005 yang menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 1966 masih relevan dan aktual, yang
memberikan pedoman DALAM BIDANG TEKNIS PERADILAN
sebagai berikut:

a. Azas pokok adalah bahwa Hakim/Hakim-hakim yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk mengadili suatu
perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam
menjalankan tugasnya itu, baik dalam
penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran/
pembuktian, penerapan hukumnya, maupun penilaian
keadilannya dan tidak boleh diperintah atau diberi
tekanan secara apapun dan oleh siapapun;

b. Atas permintaan Hakim/Hakim-hakim yang
bersangkutan atau atas inisiatif dari Ketua atau dari
pimpinan pengadilan atasannya secara umum atau dalam
perkara tertentu — terutama dalam perkara-perkara
yang penting, berat atau sukar dapat diminta/diberi
bimbingan yang bersifat nasehat-rasehat atau petunjuk-
petunjuk umum dalam menjalankan tugas tersebut
kepada/oleh Ketua atau pimpinan pengadilan atasannya
yang bersangkutan yang semuanya secara serius harus
dinilai sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk
menyelenggarakan peradilan dengan seksama dan
sewajarnya;

c. Selama  pemeriksaan berjalan sampai dengan
pemutusannya maka arahan/bimbingan dan petunjuk-
petunjuk tersebut hanya dapat diberikan oleh Ketua
Pengadilan atau Pimpinan Pengadilan atasannya atas
permintaan Hakim/Hakim-hakim yang bersangkutan.

d. Pimpinan/bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari
Pimpinan Pengadilan atasannya dapat diminta/diberikan
secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.

e. Masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penilaian
kebenaran/pembuktian, penerapan hukumnya atau
penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam
lingkungan suatu peradilan dapat pula
dimusyawarahkan antara para Hakim sendiri dibawah
pimpinan Ketua Pengadilan yang bersangkutan secara
berkala atau insidentil tanpa mengurangi azas pokok;

f. Peringatan atau teguran oleh Ketua Pengadilan atau
Pimpinan Pengadilan atasan, baik terhadap
penyelenggaraan atau jalannya peradilan maupun
perbuatan Hakim dapat diberikan secara umum atau
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khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara
pada azasnya hanya  setelah  perkara  selesai
("geminuteerd").

KETIGA : Menyamakan persepsi mengenai apa yang digolongkan
sebagai perkara-perkara tertentu, penting, berat atau sukar,
maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2005
menentukan bahwa perkara yang dimaksud adalah antara
lain sebagai berikut:

a. Perkara Pidana:
e korupsi;
e terorisme;
e pelanggaran hak asasi manusia;
e narkotika dan psikotropika;
e penangkapan ikan di perairan Indonesia (ZEEI);
e penebangan kayu secara ilegal (illegal logging);

e perkara-perkara yang mendapat sorotan
masyarakat.

b. Perkara Perdata:
e menyangkut aset dan keuangan negara;

¢ menyangkut keterlibatan unsur asing (warga,
negara, atau lembaga asing).

KEEMPAT : Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan tanggung
jawab.

Dikeluarkan di: Palangka Raya
Pada tanggal : 31 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Ttd
AGUNG SULISTIYONO

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya (sebagai laporan).

2. Yth. Tim Kerja RB/ZI PN Plk: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan
Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik.

3. Arsip.
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